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ABSTRAK

Bank adalah badan usaha vang menghimpun dana dari masyarakal dalam
bentuk simpanan dan / ataw bentk lainmya dan menyalurkannya kembali Kepada
masyarakat dalam bemuk kredit dan / atan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Bank dalam melaksanakan usphanya
bergantung pada jenis dan beniuk badan hukumnyve. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat yang berbentuk Perusahaan Dhacrah merupakan salah sate bentuk
usaha perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Objek dari penelifian ini
adalah bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat vang akan
melaksanzkan perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Dalam
penclitian ini metode yang digunakan adalah bersifat Yuridis Normatif dengan
melakukan pendekatan invemarisasi Perundang-undangan yang  lerkait dengan
masalah penelitian ini serla terhadap asas hukumnya. Dalam rangka perubaban
bentuk badan hukumnya tersebut, Rank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus
menermpeh langkah-langkah vang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan vang
ada dan perubahan bentuk ini akan menimbulkan akibai-akibat hukum terhadap bank
tersebut yaite antara lain terhadap Nama bank. Sifal dan Tujuan, Modal dan Saham,
Urganisasi dan Manajemen,Usahe bank dan Sumber Daya Manusia serta diharapkan
akan mendastangkan beberapa aspek positif  seperti terhadap Pengelolasm bank,
Peningkntan kepercavaan masvarakat, Peningkatan modal bank, Peningkatan kinerja
serta keuntungan bank, Jadi perubahan ini merupakan suaty langkah awsal yvang bapgus
bagi perkembangan bank tersebut serta diharapkan akan menimbulkan dampak vang
baik bagi keberadaan Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Barst tersebur dalam
persaingan usaha dibidang perbankan sast ini vang begitu ketat dan kompetitif’ agar
tetap dapat bertahan dalam menyediakan jasa dibidang keuangan bagi masvarakat
nasabih yang membutubkannya,
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PENDAHULUAN

A, Latar belakang

Bank adalah badun wsaha vang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpimen din menvalurkannvae kembali kepada masyvarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyva dalam rangka meningkatkan taeat hidup rakyart
han}':.:l-:". Perbankan sebagai penghimpun dan penvalur dana masyarakat bertujuan
menunjang  pelaksangan pembangunan nasional  dalam rangka meningkatkan
pemerataan pertumbihan ekonomi dan stabilitas  nasional kearah  peningkatan
kesejahteraan rakyvat I:um_vﬁk:.

Dalam pelaksanaannya, bank dibag kedalam dua jenis yvaitu Bank Umuam dan
Bank Perkreditan Rﬂk}’ﬂ]i- Fientuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

a. Perseroan terbatas
k. Koperasi

. Perusahaan dacrah

' Pazal | butir 2 Undang-Undang Nomer [0Tahun 1998 rentang perubahan Undang-Undang Nomer 7
Tatwn 1992 remang Perbankan Lembaran Nesare BRepublik Indonesia Tabon $9%8 Womor 182
Tambahan Eembaran Wegorm Womoer 3790

* Pasal 4 Undang-Undang Momor 10Tabun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Momor T Tahws
1902 tentang Perbankur Lembarun Megars Republik indoncsia Tahun §9%8 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Megara Momer 3750

* Pasal 3 Undang-Undang Momaor 10Tahun 1998 tentang perutahan Undang-Undang Nomar 7 Tahun
14092 teniang Perbankon Lemboren Megara Repoblik Indoncsia Tahon D998 Womor TH2 Tambahan
Lembaran Megara Momor 275

-y



Pada Bank Perkreditan Rakyat disamping ketiga bentuk hulkum tersebut juga terdapar
beptuk linn vang ditctapkan pemerintah.

Bank  Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Baral yang akan sepcera
mengalami perubaban bentuk badan bukum dan Perusahaan Doerah menjadi badan
bukum Persercan Terbatas (PT) merupakan salah satu dar sekian banyak bentok
usaha perbankan, Bank Pembangunan Daerak (BPIY Sumatern Barat merupakan
bank milik Pemerintah Daerah (Bank Pembangunan Daerahy yang terdapm pada
setiap Dlacrah Tingkat | vang didivikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahuen P962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerab Sumatera Barat didirikan berdasarkan atas akia
notaris Hasan Qalbi homor 9 tanggal 12 Maret 1962 dengan nama 1T Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat °, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1962 Pasal 4, Bank Pembangunan Daerah didivikan dengan maksud khusus
untuk menyediakan pembiavam bapi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan dacrah
dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Dengan keluarnva Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1962, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Bar harus digantt dengan Peraturan Daerash (PERDAY vaitu
Peraturan Daeral Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973 yang menvebabkan
akta MNotaris Oolbi tidak berlaku lagi dan PT Bank Pembangunan Daerah dirobah
menjadi Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Baral, sebelumnyva juga telah keluar

puta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 entang Pokok-Pokok Perbankan yang
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menyebabkan Unidang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 harus tunduk pocanya”
Seiring perkembungan waktu, Peraturan Dasrah Sumaters Barat Nomaor 14 Tahur
L9753 dirasa tidak sesuai lagi sehinges dicabut dan diganti dengan Peraturan Dasrah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahon 1985 tentang Hank Pembangunan Daerah
dengan  pengesshan Mentri Dalam Negrt Nomor 584-23-432" Dalam rangka
meningkatken pelayanan kepads masvarakar dan transaksi luar negrl. berdasarkan
surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/Kep/1ir tangeal 7 Januari
1991, Bank Pembangunan Dacrah menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan
kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Dacrah Provinsi Sumatera
Barat Nomaor 15 Tahun 1992 yvang disahkan oleh Mentri Dalam Negri Nomor 384-23-
407 tanggal 23 Maret 19937, Berdasarkan Peraturan Dacrah tersebun dimungkinkan
penyertaun modal dan pihak kKetiga dengan ketentvan sekurane-kurangnva 51%
modal disetor tetap merupakan penvertasn modal dari Pemda Tingkat | dan (1.

Dalam rangka mengantisipasi era globalizasi dan perdapangan bebas, Bank
Pembangunan Dierah Sumatera Baral sebagai alat otonomi daerah dirssa periu
memngkatkan kemampuan berkompetist antar sesama Bank Devisa dengan cary
memperluas daerah operasi keluar dacrah Sumatera Barl sesusd dengan ketentuan
vang berlaku dengan menerbitkan Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 1996 yang

Isinya antara lain tentang perubaban penyebutan {call pame) Bank Pembangunan
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Daerah menjadi Bank MNagari dan dilakukan perangkatan medal dasar dari 50 milvar
menjadi 130 milyar Rupiah®,

Pada akhir 2005, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Sumatera Barat melalui
kepulusan Momor [65B2005 memberikan perselujuan berupan PERDA Inisiaufl
untuk perubaban states badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Baral
dari Perusahaan Daerah menjadi baden hukum Perseroan Terbatns sebagaiman
diisvaratkan olch Bank [ndonesia maupun Undang-Undane Perbankan”. Perubahan
ini sehenarnya swdah lama menggema tapt sepertinva masib tetap bergantung pada
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekalipun Bank Indonesia tidak
mengisvaratkan hal nu. kenyataan menunjukkan sctelah beroperasi lebih dari 43
tahun, jumlah modal disetor hanva berkembang sekitar RP.[43.59 milvar dan salah
satu usaha mengatasi masalah ini adalah dengan membuka peluang pada pihak ketiga
untuk menanamkan modalnya pada bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
tersebut'’, Bila bentuk badan hukumnva masih Perusahaan Daerab akan harnyak
memilkl kelemahan dimana berdsarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962,
sasaran Perusahaan Dacrab bukanlah bank tapi lapangan wsaha yang menvangkut
hajat hidup orang banvak. Ruang gerak bank sangat terbaias karena dari sepi aturan
terlalu birokrast dan mengalami kelemaban dalam melakukan emisi saham.

Dengan perubahan status hukum ini diharapkan akan didapat berbagai

manfaat antara lain Tungsi don peran serta bank sebapgai alot kelengkapan otonomi
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dacrah lebih meningkat dan mempunyai kesempatan GO PUBLIC sehinpen
keterbatasan modal bisa diatasi serta lebih feksibel dalam menanpani masalah hukum
vang berkaitan dengan kelalaian debitur dan hisnis vang lebib berorientasi pada
peningkatan produk dan efisiensi, Dengan perubaban ini, belum slomatis mengurangi
dominasi pemerintab daerab dalam bank lerschut karena sesuai denpan Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor [ Tahun 1998 yang memberikan hak kepada Pemerintah
Daerah untuk memiliki hak suara khusus dalam Rapal Umuom Pemegang Saham
dimang Pemerintah Daerah akan memiliki 80% (delapan pulub persen) sehingga tidak
akan menghifangkan hak Pemerintab Daerab menjadi pemegang saham pengendali
dan bila ada investor vang berminat menjadi pemegang saham atas alokasi 20 % (dua
puluh persen) saham akan dilakukan melalei Rapat Umuem Pemczane Saham.
Sebengrmyva kalau memang Bank Pembimpunan Daerah Sumaters Barat akan dirubah
menjadi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas maka sesuai dengan ketentuan
Perseroan Terbatas tidak ada Jagi pembedaan-pembedaan baik dalam hal pemilikan
sabam mawpun kebijakan lainnva schingga Bank Pembangunan Daerah Sumatern
Barat benar-benar menjadi sebuah perusshaan publik vang dapat dimiliki olch setiap
arang dan melakukom penawaran saham di pasar publik,

Dengan fenomena-fenomena vang ada. penulis tertarik untuk mengetabui
lehih dalam tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat terscbut. bagaimana akibal hukumnya dan apa sajs kemungkinan
dampak positifhya perubshan bentuk badan hukumnya kelak dengan penelitian

berjudul



“ANALISIS RENCANA PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM RBANK

PEMBANGUNAN  DAERAH  (BPD) SUMATERA  BARAT

PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)"

B. Perumusan masalah

Untuk membatasi pembahasan vang akan dikaji dalam penelitian,

penulis menvusun rumusan masalah sebagai berikur;

DARIT

ks

|. Bapaimana prosedur / tatn carn perubahan bentuk badan hukum Bank

Pembangunan Dacrah (BPD) Sumatera Barat dard Perusahaan
menjadi Perseroan Terhatas (PT) 7

2. Bagaimana akibat hukum perubaban bentuk buadan  hukum

[asrah

Bank

Pembangunan Dacrah (BPD) Sumaters Barat dari Perusahaan Daerah menjadi

Perseroan Terbatas (P1) 7

3. Apa aspek positil” yang dapat diperaleh dari perubahan bentuk

baclan

hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat menjadi Perseroan

Terbatas {PT) 7

(. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan vang ingin dicapai melalui penelitian ini kelak adalah;
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L. Untuk mengetabul prosedur  tata cars perubahan bentuk badan hukum
Bank Pembangunan Dacrah (BPD) Sumatern Barat dari Perusahaan Daeral
menjadi Perseroan lerbatas (PT)

2. Untuk mengetahul bagaimana akibat hukum perubaban bentuk hadan
hukum Bank Pembangunan Dacrah (B3PDY Sumatera Barat dard Pernzahaan
Daerah menjadi Perseroan Terbatas (FT)

3. Untuk mengetahui apa saja aspek positf vang dapm diperoleh dari

perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Dacrah Sumatesa Bara

menjadi Perseroan Terhatas (PT)

D. Manfaat Penelitian

1. Tearins

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bergunn bagi perkembansan ilmu
penoetahuan hukum

2. Praktis

Dengan penehinan ini pantinyva dibarapkan dapal memperjelas keberadaan
Bank Pembangunan Derah Sumatera Barat pasen perebahan status hukumnya
nantinya dan memberi  sumbangan  pikiran  kepada  setiap  pihak  yang

e butuelkan
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PENUTUP

A, Kesimpulan

Bank sebagai sualu lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup
penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Keberadaan sebuah benk ditengah-
lengih masyarakat tanpa dimungkiri merupakan suaty kebutuhan vang tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan masyarakat iu sendiri. Keberadasn sebuah bank telah
hanyak membantu kegiatan perekonomian sctiap orang. Produk-produk dan jasa-jass
vang diberikan oleh lembaga perbankan telah memberi kemudahan pada masvarakat
dalam melakukan transakst kevangannya.

Pembagian dan  penggolongan  bank  menurwt  beberapa  aspek  vang
membedakannya memberikan karakter dan lapangan usaha tersendin puln menunu
klasifikasinya tersebut. Suatu bank akan menjalankan operasional usahanya menuru
apa vang telah ditetapkan terhadap jenis dan polongannya it Begitu pula terbadap
produk dan jasa vang disedinkannya.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai salabh satu lembagn
perbankan yang ada darl sckian banvak lembaga perbankan vang lain merupakan
bank yang dimibki oleh Pemerintah Daerab vang mengusahakan kegitan perbankan
vang khusus ditujukan bapi pengembangan pembangunan keusnpan daerah ini.
Scbagal lembaga kevangan vang berbaden hukum Perusahaan Daerab, Bank

Pembanguan Dacrah Sumatera Barta seakan sulit untuk berkembang lebih jauh lagi
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disebabkab keterbatasannya vang diatur oleh peraturan-perundangan yang ada. [Tal
it terjadi karena. sebagai bank vang berbentuk badan bukum Perusabamn Dacral
Bank Pembangunan Dacrah hares tonduk pada ketentuan vang menpatur tentang
badun hukum Perusabaan Daerab yang ruang geraknyva cukup sempit dibanding bank
denzan bentuk hukum Perseroan Terbatas. Birokrasi vang cukup panjang scbagal
badan hukum milik Pemerintah Dacrah dan keterbatasan lapangan usaha membaat
bank berbentuk Perusahaan Daerah seakan dinomor dua kan oleh nasabah penpouna
Jusa bank.

Maka rencana perubahan bentuk badan hukum vang sedang diproses saat i
merepakan suatu langkah vang dirasa tepat mengingal semakin ketatnya persaingan
usaha dibidang perbankan sant inl. Perubaban bentuk badan hukum tersebut akan
menjadi solusi bagi beberapa kekurangan dan kelemaban vang ada pada Bank
Pembangunan Daerab tersebut saat inl. Dalam perubahan tersebut akan ditempuh
beborapa prosedur vang telah dietapkan oleh kelentvan vang ada dan perubahan
bentuk badan hukum bank ini juga akan menimbulkan akibar pada beberapn aspek
perbankan Bank Pembanguran Daerah Sumatera Barat nantinva vaim diantaranya
tethadap Nama, Sifat dan tyjuan, Modun dan saham, Organisasi dan manjemen,
Usaha Bank serta terhadap Sumber Daya Manusianya serta perubaban  dan dampak
vang akan ditimbulkan oleh perubaban bentuk badan bukem nantinyva tentunya
diharzpkan akan mendatangkan dampak vang positf, bukan sebaliknva, Dampak
positif yang terutama dibarapkon tentunya adalah berlambabny: keontungan / laba

dart bank yng akan menentukan perkembangan dan majunya wsaba bank tersebut



dikemudian han, Laba / keuntungan vang besar sebapai orientasi sebuah usaha /
bismis perbankan tentunyva tdak datang sendictnva dengon muodah, Diperlukan
keserusan semud pihak terkait dalam menontun jalannya kegitan perbankan tesebut.
Dukungan setiap pihak vang terkait dengan bank akan menentukon muju-mumdumya
suatu usaha.

Jach kesimpulannya, perubahaen bentuk badan bukem dan Bank Pembangunan

[Taerah Sumatera Barat tersebot memang merupakan suato lanckah awal vang bagus

bagi perkembangan bank kedepannya nanti.

B. Saran

Pada akhirnya penulis berbarap agar perubahan benwk budan hukum Bunk
Pembanzunan Daerab tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai denpan spa vang
diharapkan dan vang dituju sebapsi sebuah Perseroan Terbatas, Dibarapkan tidak ada
lagi sifat mendua dai Pererintab Daermb dalam hal ini. Jika bank tersebut henar-
benar akan dilepas ke publik sebagar sehuab Perseroan Terbatas, biarkanlah publik
untus memilikinya dengan jalan memiliki saham pada bank lersebul dan jangan
dibatas-batasi. Jiks Bank Pembangunan Daerah ingin berkembang  dan  besar,
hizrkanlah Perseroan secara manmndil mengierusineg, jangan adalagl intervensi dard
daerah wyang hanya akan menghambat geruk dun perkembanzan  dat Bank
Pembangunan Daerah lersebut,

Dan akhirnya penulis berharap agar setelah perubahan nantinya. Bank

Pembaneunan Daerah Sumatera Barat benar-benar menjodi sebuah bank vane benar-
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benar mampu menjadi  sebuah lembags  perbankan  vang  utuh  yang mampu
memberikan segala pelayanan dan kemudahan kepada pelangpanmya sehingga akan
dicintai dan selalu dijadikan rekan bisniz bagi sctisp pihak yang menginginkan

JASHY.
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